BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI TARIF LAYANAN DALAM OBYEK

Menimbang

Mengingat

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan

Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal,
maka sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kendal tanggal 13 Maret 2020 perihal Usulan
Peninjauan Kembali Tarif Beberapa Layanan Dalam
Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di
Kabupaten Kendal, ketentuan Pasal 155 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 60 Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum di Kabupaten Kendal, perlu melakukan
peninjauan kembali tarif beberapa layanan dalam
retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Kendal sesuai dengan perubahan indeks harga dan
perkembangan perekonomian di Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif
Layanan dalam Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor di Kabupaten Kendal;

.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan = Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2011 Nomor 8 Seri C No.1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor S5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa
Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 197);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 157 );

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1l, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159 );



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI
TARIF LAYANAN DALAM OBYEK RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

5. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian
kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau
komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan,
dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan
terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

6. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya
disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan
bermotor bersama muatannya yang diperbolehkan
menurut rancangannya.

BAB II
PENINJAUAN KEMBALI BESARAN
TARIF RETRIBUSI
Pasal 2
Tarif layanan dalam Obyek Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor di Daerah ditinjau kembali
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2017 tentang
Peninjauan Kembali Tarif Beberapa Layanan dalam
Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2017 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 8 April 2020
BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 31



LAMPIRAN :

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

: 31

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR

TANGGAL : 8 April 2020

DI KABUPATEN KENDAL

BESARAN
NO. URAIAN SATUAN TARIF (Rp) KETERANGAN
1 2 3 4 5
1. [Retribusi pengujian kendaraan
bermotor
a. Jumlah Berat yang | per uji | 80.000,00
diperbolehkan (JBB) dibawah | kendaraan
2.501 Kg
b. Jumlah Berat yang | per uji | 90.000,00
diperbolehkan (JBB) 2.501 s/d | kendaraan
3.500 Kg
c. Jumlah Berat yang | per uji | 100.000,00
diperbolehkan (JBB) 3.501 s/d | kendaraan
9.000 Kg
d. Jumlah Berat yang | per uji | 105.000,00
diperbolehkan (JBB) 9.001 s/d | kendaraan
12.000 Kg
e. Jumlah Berat yang | per uji | 110.000,00
diperbolehkan (JBB) 12.001 s/d | kendaraan
15.000 Kg
f. Jumlah Berat yang | per uji | 125.000,00
diperbolehkan (JBB) diatas | kendaraan
15.000 Kg
2. Biaya penggantian tanda uji berkala | per uji | 15.000,00
dan kelengkapannya kendaraan
3. Biaya penggantian buku uji berkala | per uji | 25.000,00
kendaraan
4. Biaya (denda) atas keterlambatan | per bulan 2 % Dihitung dari
pengujian kendaraan bermotor retribusi
pengujian
kendaraan
bermotor
5. Biaya penggantian tanda samping | per uji | 15.000,00
(stiker) kendaraan

BUPATI KENDAL,

MIRNA ANNISA

Cap ttd




